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TENTANG

STANDAR PELAYANAN (SP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS

Menimbang

Mengingat

b.

bahwa dalam rangka

dan kewajiban  berbagai

mewjudkan

pihale  yang

penyelengearaan
pelayanan  publile sesuai dengan asas  penyelengearaan

pemerintahan yang baik, guna mewujudlcan kepastian hals

terkait  dengain
penyelenggaraan  pelayanan  serta sebagal acuan dalam
penilaian  ukuran kinerja dan kualitas  penyelenggaraan
pelayanan, diperlulian standar pelayanain;

bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimalsud
hural &, perlu menectapkan Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus.

Undang-Undang  Nomor

Pembentukan — Daerah-Dacrah
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-Undang  Nomor

13 Tahun 1950
Kabupaten
28  Tahun 1999

tentang
dalam

tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Rersih dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

UIndang-Undang  Nomor

14 Tahun

2008

tentans

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, ‘Tambahan
Indonesia Nomor 5038);

Lembadai

Negaia

Republik



Wenetaplkan

KIOATU

KEDUA

5.

6.

7.

8.

9.

-9

Undang-Undang  Nomor 23 Tahuo 2014 icniang
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran  Nepara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republile Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014  tenlang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tabun 2010 tentang
Pelaksanaan  Uodang-Undang Nomor 14 Tahua 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik lndouesia Tahun 2010 Nomor 99);

Peraturan  Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahuan 2009
tentang  Pelayanan Publik  (Lembaran Negara Republik
Indonesia ‘lahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012  tenlang
Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapain
Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi  Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Layanaii,

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar Layanan informasi Publik;

11, Peraluvan Komist formasi Moinor 1 Tahin 2015 tenang

Prosedur Penyclesaian Sengketa Informasi;

9. Peraluran Dacrah kabupaicn Kudus Nomor 3 Tabun 2040

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daecrah
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerab Kabupaien _K.l.ldus
Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran  Dacrah
Kabupaten Kudus Nomor 193).

MEMUTUSKAN

atandar Pelayanan (SP) Dinas Komunilkasi dan Tnformaiila
Kabupaten Kudus, sehagaimana (ercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Standar Pelayanan (SP) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kudus meliputi  ruang  lingkup  pelayanan
administratif;



G

KETIGA Standar Pelayanan (SP) di Lingkungan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kudus terdiri dawi :
1. Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
2. 8tandar Pelayanan Penanganan Kebevaian Informasi Publil;
3. Btandar Pelayanan Fasilitasi Sengketa Informasi Publilk.

KEEMPAT Segala  biaya  yang  timbul  sebagni  akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kudus

ST AMA

Kepuiusan ini mulai berlaku pada tangpgal ditetapha.

Ditetapkan di Kucdus
Pacla tanggal 22 Juai 2020

« 1A

A KEPALA

DINAS ROMURTKASIDAN INFORMATIKA
\ Y v )

f 50 :
Tembusan : . '
1. PHL Parpati udus (gehagai laporan); . ' ) -
2. Asisten Pemerintahan dan  Kesejahteraan Rakyat Sekretariat  Daerah
Kahupaten Kudus;
3. Kepala Bagian Organisasi Kabupaien Kudus;



LAMPIRAN 11

KEPUTUSAN KEPALA

DINAS KOMUNILASE DAN INFORMATISA
Tanggal : 22 Juni 2020

Nomor 060/ g /18.01/2020

STANDAR PELAYANAN

1. Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publil:

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hulkum

O.

. Undang-Undang  Nomor 14

Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publils

Undang-Undang  Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Dacrah

. Peraturan Pemerintah Momor 61

Tahun 2010  tfentang  Pelaksanann
Undang-Undang  Nomor 14  Tahun
2008

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor |
Taditn 20135 teitang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi

Persyaadan
Pelayanan

dan Prosedur

Sistem, Mekanisme

Fotocopy atan scan identitas divi (NIE)

~dari permohonan informasi

Informact

Pn

Permohonan \ Iapghan Repistrasi
A /
\ s 4 e e -/
“*-‘ PPy ] “
)

PRI Pembaniu ntan
Perangleat Dacrnh

PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK .
{. Pemohon informasi menyampailkan

permohonarn informasi yang
dibutuhlzan bails secara langsung dan
ticlak langsung.




KOMPONEN

URAIAN

4. Memberikan informasi atau dokumcn
Dalam hal perminiaann diterima

materi informasi yang diminta.

Melakulkan registrasi burkas
perimohonan inl'orm.lm publik. Jika
doltumen/ informasi yang diminta
telah termasuk dalam DIP dan dimiliki
oleh meja informasi atau sudah
terdapat  di - websile  PRID,  maka
langsung diberikan kepada pemohon
indormasi atau bisa langsung diunduh
olch  pemohon  informasi.  Jika
informasi/ dokumentasi yang diminta
belum termasuk dalam DIP, maka
herkas  permohonan  disampailken
kepada PPID atau PPID Pembantu,

3. PPID meminta kepada komponen atan
Perangkat Daerah untuk memberikan
informasi  atau  dokumen  untuk
diberikan kepada pcmolwu informasi

yang dimioia olch peinohon infornasi.

..durul'myu atour sebogian dibeiilaan

Jangka walstu
penyelesaian

Permohonan informasi diselesaikan dalam.
walitu 10 hari dan perpanjangan 7 hari

Biaya / tarif

Tidak di pungut biaya -

Produk Pelayainan

Intormasi (hacdcopy atau s softcopy)

7. | Sarana, prasarana, | Alat tulis kantor, komputer, printer,
dan/atan fagilitas | jaringan internet. -
8. | Kompetensi 1. Memahami peraturan  keterbukaan
Pelaksana informasi
2. Memahami prosecdur — permohonan
informasi
3. D3/81
0. | Pengawasan Internal | 1. Atasan langsung
' 2, Laporan kepiatan kepuda atasan |
10. | Penanganan, l"(nmrm.m saTaN, dan  masulan,
Penpgadumn,  saran, | peipggiin Hidoirmasi dapal
dan masukan menyampaikannya dengsan, cara
inenastibdian paieri aduan atatl
masukan ke dalaum kotal pengaduan yang
poveedio di PP Utaioe Dinus IHJU!LIHIL.I-J
dain Iaformatika. Disamping i,
peigaduan juga dapal hilethodaun melalid :
a. u{mh P‘Pm i
o/ i b adidabaesd
b. surat elekronile ppidie! actve bl il
medsos ppid @ FB (ppul lmb lutdu\,) xidn
twitter [@ppidkabl{gdusl) e
1. glt_ttrg_lg‘x_tg_._iit;.ly_l_@g_x‘_;vat i (saiu) vraig




NO. KOMPONEN

URAIAN

12. | Jaminan Pelayanan

Petugas pelayanan yang herkompeten di
bidangnya

13. | Jamnan Keamanan

1. Komitmen cari petiipas Ttk
dan keselamatan memberi rasa aman, nyaman bebas
pelayanan dari  bahaya, resiko dan keragu-

raguan
‘‘‘‘‘‘‘ B 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14. | Evaluasi Kinerja | Bvaluasi Japoran berkala minimal 1 tahun
| Pelaksana

2, Standar Pelayanan Penanganan Keberatan Informasi Publilk

NO. KOMPONEN

URAIAN

L. | Dasar Hulkum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tabun

2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik

2. Undang-Undang  Nomor 25  Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Dacrah

4, Poraturan  Pomerintah Nomor 61
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undaing  Nomor 14 Talun
2008

5. Peratucan Komisi Informasi Nogmor 1

Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publilk.

6. Peraturan Komisi luformasi Nomor 1
Tahun 2013 tentang Prosedur
Penyelesaian Seingketa Informast

2. Pc‘.rsyaratan" | 1. Fotocopy atau scan identitas diri (NTK)
Pelayanan dari pwmohmmn informasi

3. | Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

2. Surat pengajuan permohonan
informasi

Bupion Repiatensi
JURIE

Pm_nnhnn' USSR
Informast wmo

o e

¥
’::d:’ — \'\t‘“}m\

PRI Pembanto alin Al PP |
veranglat Daerah

PROSEDUR  PENANGANAN KEDERATAN

INFORMASI PUBLIK

1. Pemohon  Informasi menyampaikan
pungma_]uan keheratan  atas  tidak
terlayaninya permohonai informasi
haik secara langsung maupun tidak

-

langsung,
2. Melakukan wglbira& dan memerilsa
formulir pengajuain keberatan

pelayanan informasi.




NO. KOMPONEN | URAIAN B T
3. PPID monvampaxlmn pengajuan
keberatan kepada atasan PPID.
4. Atasan PPID memerintahkan kepada
PPID dan PPID Pembantu untuk
memenuhi permintaan informesi davi
pemohon informasi.
5. Memberilean Informasi yang diminta
oleh permohon informasi kcp.ad.x Atasan
PPID  untuk menjawab pengajunn
R keberatan kepada pemohon informasi,
4. | Jangka walktu | Layanan keberatan diselesaikan dalam 30
| penyelesaian hari scjak diterimanya keberatan
5. | Biaya / tarif Tidal di pungut biaya
. | Frodul. Pl,.ldycllhlll tnformasi (hardeopy atau &.oiicopv) o
7. | Barana, prasarana, |Alal tulis  kantor, kompuler, prinier,
duan/alau lasiliing jaringan internet.
3. | Kompetensi 1. Memahami  peratuwran keterbulkasn
Felalksana informasi
2. Memahami  prosedur  permohionan
iniormasi
3. D3/81 R
0. | Pengawasan Internal 1. Atasan langsung
Laporan kegiatan kepada atasan
10. | Penanganan Pcnw'ndmn garan,  dan masukan,
Pengaduan,  saran, | penggEana inforimass clapat
dan masulkan menyampaikannya dengan G
pscnisuboden e A ETERTH
mustibzan ke dalam kotak pengaduan yang
fernedioe di PRTD Do D Bomasibass
cain Informaitika. Disamping itw,
pengadien jug dapai dilabaobag sclada
c. welb PPN cli
Wi/ fynm ot L
d. surat elekironils ool oon RSN
medsos ppid 0 TR (}!Jm“ tab 1“““' ) dan
twiticr (@ppidkabkudusl)
11, | Jumlah Pelaksana | 1 (satu) orang
12. | Jaminan Pelayanan Pdup.:\u ])LLW‘\H'W yang ber ]\OH‘P‘«“‘H di
hidangoya e W
13, [ Jaminan Keamanan | 1. Komitmen  dari  petugas  untuk
dan Jeeselamatan memberi rasa aman, nyaman bebas
pelayanan dari bahaya, resiko dan keragu-raguan
‘ 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14. | Bvaluasi Kinerja | Bvaluasi laporan berkala minimal 1 tahun
Pelaksana




3. Standar Pelayanan Fagilitasi Sengketa Publik

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

Persyaratan
Pelayanan

5]

931

2.

. Undang-Undang Nomor

. Undang-Undang

. Peraturan

. Peratvran Komisi

14 Tahun

2008 tentang Weicrhukaan
Publik

Undang Undang  Nomor 25

2009 tentang Pelr\yanan Publik

Nomor 23  Tahuo
2014 tentang Pemerintahain Dacral
Pemerintah  Nomor 61
Tahun 2010 itentang  Pelaksanoaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan
laformasi Publilk

Tlorimasi

Tohun

Informasi
tentang

Nomor 1

Tahun 2013 Prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi

Fotocopy atau scan idenlitas diri (NIK)
dari permohonan informasi

Sural pengajuan permohonan
informasi

Sistem, Mekanisime
dan Prosedur

Peaohion
Informasi

Mornist o ninst

' Provinsi Jawa Tenzah
L=

PROSEDUR

lﬁ :’\'.l fan tl—‘li_l /
[_ PRI l

FASILITASI  SENGKETA

PUBLIK

4,

Pemohon Informasi mengajukan
sengketa informasi ke Komisi Infor mnas
selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari  scjalk diterimanya tanggapan
tertulis atas dari Atasan PPID.

Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi
sengketa informasi untul
iu'.,x]'“‘U]Jd\,/ 1] an penye 1o ‘~.;‘U ML Beng | ola
informasi, yang dibentuk olch I‘PID
Utama

Tim fosilitasi senglketa informasi di
ketuai  oleh  PPID  Utama  dan
herangpoiakan PPID Pembantu terkait,
pejabat  yang  menangani bidang
huduam, pn,].limt fungsional, scita JE'U
yang sesual dengan kebutuhan.

Tim  fasilitasi  sengketa  inforasi
mendampingi  dalarn  proses  sidang
sengketa informasi,




[ NO.

KOMPONEN URAIAN 7
5. Tim fasilitasi  sengketa  informasi
melaporkan proses penanganan
sengketa informasi kepada Atasan
PPID
4. | Jangka waktu | Layanan sengketa  diputuskan dalam
penyelesaion waldtu 3 bulan oleh Komisi Informas
Provinsi Jawa Tengah
5. | Biaya / tarif Tidalz di pungut biaya
6. | Produlk Pelayanan Informasi (hardcopy atau softcopy)
7. | Sarana, prasarana, |Alat  tulis  kantor, kowmputer, printer,
| danfatau fasilitag jaringan internet,
8. K0111peten=.1 1. Memahami  peraturan  keterbukaan
Pelaksana informasi
2. Memahami  prosedur  permohonan
ini'm‘masi
9. luu,awcmdn Internal | ‘.l. Amem Lan;.,w.ung:,
2. Laporan kepiatan kepada alasan
10. | Penanganan Pongsaduan, B, clain maaulkan,
Pengaduan,  saran, | pengeona informasi dapat
dan masulkan menyampaikannya dengan carn
measulilan malker aduan RIFENN]
masulan ke dalaor koiak pong paduan yoang
terscedio di loroist Laformnst Provinsi Jawn
Tengali, Disaaping ily, pengaduan juga
dapat dilalulan melalui
a. weh [RS1D) di
Feddyse 2 11 cabenr e frpboag
b, s clokivonik
11, | Jumlah Pelaksana 5 (lima) orang schagai pmdam ping dal A
Sidany Gengheia ivouasi
[ 12, | Jaminan Pelayanan Pctu;;m pelayanan yang Derkompeten di
o bicdangnya e —————
13, | Jaminan “Keamanan | -
dan keselamatan
pelavanan e, s T
A [Tvaluasi  Kineria | Lapovan hasil putusan Sidang Sengleta i’
Pelalksana Komisi Informasi vamm Jawa Tengah

) : KEPALA
DINAS,I\OMU IIsiAbl, BAN INFORMATIKA

'5.""“




